
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 
31 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, serta 
menjaga kualitas perizinan berusaha berbasis risiko dan 
nonperizinan yang dapat dipertanggungjawabkan secara 
cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, 
dan akuntabel, maka Peraturan Gubernur Nomor 27 
Tahun 2019 ten tang Penyelenggaraan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu perlu dilakukan penyesuaian; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur 
Riau Nomor 27 Tahun 2019 ten tang Penyelenggaraan 
Pelayanan Terpadu Satu; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat Republik Indonesia 
Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan 
Daerahdaerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, 
Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1646); 

GUBERNUR RIAU, 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

Mengingat 

Menimbang 

GUnER7·~l!R R'AU 
PERATURAN GUBERNUR RIAU 

NOMOR53 TAHUN 2021 
TENT ANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 27 TAHUN 2019 
TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 



3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4 724); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tah un 20 14 N omor 244, Tam bah an Lem baran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 245, Tambahan · Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6573); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 
Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6617); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 
Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6618); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
80 Tahun 2015 tentang Pemberitukan Produk Hukum 
Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 
20 l 9Nomor 157); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 
1956); 
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Pasal 1 
1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik 

Indonesia yang memegang kekuasaan 
Pernerintahan Negara Republik Indonesia yang 
dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

2. Daerah adalah Provinsi Riau. 
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai 

unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang 
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

4. Gubernur adalah Gubernur Riau. 
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah 

Provinsi Riau. 

l . Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi 
se bagai beriku t : 

Pasal I 
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 
27 Tahun 2019 ten tang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu 
Satu Pin tu (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 
27), diubah sebagai berikut: 

PERATURAN GUBERNUR RIAU TENTANG PERUBAHAN 
ATAS PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 27 TAHUN 
2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN 
TERPADU SATU PINTU. 

MEMUTUSKAN: 

10. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 
2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 
Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran 
Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 3); 
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Menetapkan 



undangan. 
15. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan 

kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan 
menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya. 

perundang- peraturan ketentuan dengan 

6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu yang selanjutnya disebut Dinas adalah 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu Provinsi Riau. 

7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut 
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman 
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi 
Riau. 

8. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di 
Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. 

9. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat 
Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. 

10. Kabupaten/Kota adalah adalah Kabupaten/Kota di 
Provinsi Riau. 

11. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya 
disingkat PTSP adalah pelayanan secara 
terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai 
dari tahap permohonan sampai dengan tahap 
penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu. 

12. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
yang selanjutnya disebut Penyelenggaraan PTSP 
adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan dan 
Nonperizinan yang proses pengelolaannya mulai 
dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya 
dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu 
pintu dan satu tempat. 

13. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti 
legalitas persetujuan dari pemerintah kepada 
seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

14. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau 
bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada 
seseorang a tau sekelompok orang dalam 
kemudahan pelayanan dan informasi sesuai 
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16. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau 
kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi 
kemungkinan dan akibat bahaya. 

1 7. Perizinan Berusaha Ber basis Risiko adalah 
Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko 
kegiatan usaha. 

18. Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan 
U saha adalah legali tas yang di berikan kepada 
Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha. 

19. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat 
NIB adalah bukti registrasi/ pendaftaran Pelaku 
Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan 
sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam 
pelaksanaan kegiatan usahanya. 

20. lzin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau 
Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan 
usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha 
sebelum melaksanakan kegiatan usahanya. 

21. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang 
selanjutnya disingkat KBLI adalah kode klasifikasi 
yang diatur oleh lembaga pemerintah 
nonkemen terian yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang statistik. 

22. Perizinan Secara Elektronik yang selanjutnya 
disingkat PSE adalah pelayanan Perizinan dan 
Nonperizinan yang diberikan melalui PTSP 
elektronik. 

23. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara 
Elektronik (Online Single Submission) yang 
selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem 
elektronik terintegrasi yang dikelola dan 
diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk 
penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis 
Risiko. 

24. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang 
selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga 
pemerintah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang koordinasi penanaman 
modal. 

25. Komitmen adalah persyaratan Pelaku Usaha untuk 
memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/ atau Izin 
Komersial atau Operasional. 
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26. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang dibentuk 
sesuai kebutuhan dalam rangka Penyelenggaraa 
Pelayanan Terpadu Satu pintu, yang mempunyai 
kewenangan memberikan pertimbangan teknis 
dan/ a tau rekomendasiatas penerbitan Perizinan 
dan Nonperizinan. 

27. Pertimbangan Teknis dan/atau Rekomendasi 
adalah hasil pemeriksaan lapangan dan 
analisa/kajian teknis yang dilakukan Teknis 
terhadap objek Perizinan dan Nonperizinan sebagai 
dasar diterima atau ditolaknya Perizinan dan 
Nonperizinan. 

28. Kewenangan adalah hak yang diberikan 
pemerintah Daerah untuk melakukan atau tidak 
melakukan kepada Kepala Dinas penanaman 
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuatu 
agar tercapai tujuan tertentu. 

29. Pendelegasian wewenang adalah penyerahan tugas, 
hak, kewajiban, dan tanggung jawab, serta 
tanggung gugat perizinan dan Nonperizinan, 
termasuk penandatanganan beralih sepenuhnya 
kepada penerima Delegasi, 

30. Maklumat Pelayanan publik yang selanjutnya 
disingkat MPP adalah pemyataan kesanggupan 
pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan 
Pelayanaan publik. 

31. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi 
elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, 
diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, 
digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, 
yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/ atau didengar 
melaiui komputer atau sistem elektronik, termasuk 
tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, 
peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, 
tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi 
yang memiliki malna atau arti atau dapat dipahami 
oleh orang yang mampu memahaminya. 

32. Petugas Loket Penyerahan Berkas (Submission 

Counter) adalah petugas yang menyerahkan 
dokumen Perizinan dan Nonperizinan yang telai 
diterbitkan. 
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33. Petugas Loket Pengaduan dan Informasi (Complain 
and Information Counter) adalah petugas 
pengelolaan pengaduan dan memberikan informasi 
kepada masyarakat mengenai Perizinan dan 
Nonperizinan. 

34. Petugas Pelayanan Depan (Front Office) adalah 
petugas yang melaksanakan fungsi menerima 
berkas, memeriksa kelengkapan persyaratan, dan 
memberikan verifikasi terhadap pengajuan 
perizinan dan Nonperizinan. 

35. Petugas Pemrosesan permohonan perizinan dan 
Nonperizinan (Back Office) adalah petugas yang 
melaksanakan fungsi mengolah, memeriksa 
dokumen, memverifikasi, mengidentifikasi, 
memvalidasi, membuat konsep, mennyusun, 
mengadministrasi, menerbitkan dokumen 
perizinan dan Nonperizinan. 

36. Penerima Izin atau Non Izin adalah orang 
perseorangan, Badan Hukum dan/atau bukan 
Badan Hukum yang memperoleh keputusan Izin 
dan Non Izin. 

37. Penangguhan Permohonan adalah pengembalian 
berkas permohonan disertai catatan alasan 
pengembalian yang dapat diajukan kembali apabila 
persyaratan telah dilengkapi sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

38. Pembatalan Perizinan adalah dokumen yang 
dikeluarkan untuk membatalkan dokumen 
persetujuan perizinan yang sudah diterbitkan 
karena bertentangan dengan kewenangan 
pemerintah Daerah dan/ a tau dibuat oleh pejabat 
yang tidak memiki kewenangan menetapkan 
keputusan Perizinan dan/ atau sebagai akibat 
putusan pengadilan. 

39. Pencabutan Perizinan adalah dokumen yang 
dikeluarkan guna mencabut dokumen petsetujuan 
Perizinan yang telah diterbitkan karena adanya 
pelanggaran terhadap ketentuan peraturan 
perundang-undangan atau adanya rekomendasi 
pencabutan dari Perangkat Daerah terkait. 
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40. Penarikan dokumen permohonan adalah upaya 
yang dilakukan oleh pemohon untuk membatalkan 
proses pengajuan permohonannya sekaligus 
mengambil berkas permohonan dan dengan alasan 
tertentu sebelum terbitnya Perizinan dan 
Nonperizinan tersebut. 

41. Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya 
disingkat KSWP adalah kegiatan yang dilakukan 
oleh pemerintah sebelum memberikan layanan 
publik tertentu untuk memperoleh informasi dan 
keterangan status wajib pajak. 

42. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai 
pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu 
yang khusus disediakan dan/ a tau diberikan oleh 
Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi 
atau Sadan Hukum. 

43. Sistem lnformasi Manajemen Pelayanan yang 
selanjutnya disingkat SIMPEL adalah sistem 
pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang 
digunakan untuk mengolah data Perizinan dan 
Nonperizinan dari awal pendaftaran sampai dengan 
diterbitkannya izin secara elektronik dan berfungsi 
juga sebagai sistem pendukung dari sistem OSS. 

44. Survei Kepuasan Masyarakat, yang selanjutnya 
disingkat SKM adalah pengukuran secara 
komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan 
masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran 
atas pendapat masyarakat dalam memperoleh 
pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik. 

45. Indeks Kepuasan Masyarakat yang selanjutnya 
disingkat IKM adalah data dan informasi tentang 
tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari 
hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif 
atas pendapat masyarakat dalam memperoleh 
pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan 
publik, dengan membandingkan antara harapan 
dan kebutuhannya. 

46. Pengaduan adalah pemberitahuan dari penerima 

pelayanan yang berisi informasi tentang 
ketidaksesuian antara pelayanan yang diterima 
dengan standar pelayanan yang telah ditentukan 
mengenai penerbitan perizinan dan Nonperizinan. 
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' 

diselcnggarakan melalui sistem OSS sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Berusaha Perizinan (3) 

bidang tata ruang dan perundang-undangan di 
lingkungan hidup. 
Persyara tan dasar 

Pasal 138 
(1) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A huruf a 
meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang 
dan persetujuan lingkungan. 

(2) Ketentuan mengenai persyaratan dasar Perizinan 
Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
masing-masing diatur dalam peraturan 

Pasal 13A 
Untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, Pelaku 
Usaha wajib memenuhi: 
a. Persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan/ a tau 
b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 

2. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisip 2 (dua) Pasal 
yakni Pasal 13A dan Pasal 13B, sehingga berbunyi 
se bagai beriku t : 

4 7. Tandatangan Elektronik adalah tandatangan yang 
terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, 
terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik 
lainnya, yang digunakan sebagai alat verifikasi 
atau autentifikasi. 

48. Standar Pelayanan yang selanjutnya disingkat SP 
adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai 
pedoman yang dipergunakan sebagai pedoman 
penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian 
kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji 
penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka 
pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, 
terjangkau dan terukur. 

49. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya 
disingkat SOP adalah serangkaian instruksi 
tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses 
penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana 
dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh 
siapa dilakukan. 

- 9 - 



Pasal 14 
( 1) Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha 

Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 13A huruf b dan Nonperizinan berdasarkan 
urusan yang menjadi kewenangan Gubernur. 

(2) Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mendelegasikan wewenang penyelenggaraan 
pelayanan kepada Kepala Dinas yang meliputi: 
a. perizinan berusaha berbasis risiko ber KBLI; 
b. perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan 

berusaha; 
c. perizinan; dan 
d. nonperizinan. 

(3) Perizinan berusaha berbasis risiko ber KBLI 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, 
melalui sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah 
Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan mengenai penyelenggaran 
perizinan berusaha berbasis risiko. 

(4) Perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan 
berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf b, merupakan persyaratan/kewajiban 
perizinan berusaha dalam menunjang kegiatan 
usaha. 

(5) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf c, merupakan perizinan yang diatur dalam 
peraturan perundang-undangan diluar perizinan 
berusaha berbasis risiko. 

3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 14 diubah dan 
ditambah 4 (empat) ayat yakni ayat (3), ayat (4), ayat (5) 
dan ayat (6) sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai 
berikut: 

(4) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha yang masuk 
dalam klasifikasi Non Berusaha dapat melalui 
sistem yang difasilitasi oleh Pemerintah Pusat 
dan/ a tau Pemerintah Daerah sesuai standar yang 
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan 
urusan yang menjadi kewenangan Gubernur. 

(5) Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
mendelegasikan wewenangnya kepada Kepala 
Dinas. 
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Pasal 15 
( 1) Pelaksanaan wewenang se bagaimana dimaksud 

pada Pasal 13B ayat (5) dan Pasal 14 ayat (2) 
dilakukan melalui mekanisme yang telah 
ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang- undangan. 

(2) Jenis pelayanan Persyaratan Dasar Perizinan 
Berusaha yang masuk dalam klasifikasi Non 
Berusaha yang didelegasikan kepada Kepala Dinas 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13B ayat (5) 
secara rinci tercantum pada Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Gubernur ini. 

(3) Jenis pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis 
Risiko yang didelegasikan kepada Kepala Dinas 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) 
huruf a dan huruf b, dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan 
mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha 
Ber basis Risiko. 

(4) Jenis pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang 
didelegasikan kepada Kepala Dinas sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c dan 
huruf d, secara rinci tercantum pada Lampiran II 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Gubernur ini. 

(5) Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan 
dilaksanakan melalui Tanda Tangan Elektronik 
atau Tanda Tangan Non Elekrronik. 

(6) Dinas memiliki kewenangan untuk menerbitkan 
a tau tidak menerbitkan Perizinan dan 
Nonperizinan. 

4. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat 
(5) Pasal 15 diubah dan ditambah 1 (ayat) sehingga 
Pasal 15 berbunyi sebagai berikut: 

(6) Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf d, dapat melalui sistem yang difasilitasi oleh 
Pemerintah Pusat dan/ a tau Pemerintah Daerah 
sesuai standar yang ditetapkan oleh Pemerintah 
Pu sat. 
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SERITA DAERAH PROVINS! RIAU TAHUN 2021 NOMOR ~ 53 

H PROVINS! RIAU, SEKRETARIS D 

Ditetapkan di Pekanbaru 
pada tanggal I NovU<1W ~:;ti 

f GUBERNUR RIAU~ 

~ f SY AMS UAR l}/' 
Diundangkan di Pek 
pada tanggal I Novwtber .lO;ll 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Gubernur iru dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau. 

Pasal II 
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
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/ GUBERNUR RIAu.,i 

~ 
fSYAMSUAR ti · !.>1g:t · l ac!a:;1:) Koch· Perizman dan t-.onpenzman 

. D1g:1 .2 ada:ah xoce 81dang Pertzm.m dun Nonperizman 
• :>1g:1 3 adalab l\odi .. Jerus Penzinan can Nonper1z1:1ar~ izm 1 :1 c!a:l xornnn 
· D1gn ~ adalah Kode L:rutan Perizman dan Nonpcrrzman 
• D1;:1t ·5 aclaJah Kock suuus Pertzman dan Nonpenzinan: !Jaru i lJ. Perpanjangan (2J, Perubahan (3) 

No. Bidang dan Jcnls Perizina.n Kode Perizinan Durasi 

I Bidang Agraria dan Tata Ruang ( Pertunuhan ) 1.01 
Jcnis Izin 

I Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Nonberusaha 11.01.01.01 20 Hari Kerja 

2 Pcrsetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang umuk Kegiaian .'ionbcrusaha 1.01.01.02 20 Hari Kerja 

II Bidang Llngkungan Hidup l.02 
Jcnis Izin 

1 Persetujuan Lmgkungan :-:on Bcrusaha 1.02.01.0 l 5 Hari Kerja 

• Surat Kcputusan Kelavakan Lingkungan Hidup (AM DAL) 

· Pernvataan Kesanggupan Pengelolaan Lmgkungan Hidup (UKL·UPLi I 
Persetujuan Dokumen Evaluas: Lingkungan Hidup (DELHJ I 
Persetujuan Dokumen Pernamauan Lmgku ngan H:dup (DPLHJ I I 
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KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINS! RIAU 

Pf;JSJ\TUR,AN GUBER:-<UR RlAU 
53 Tahvn. 2021 
I NoVW"l \,el ~oJ.1 

LA:-1PIR".N I 
'.'IOMOR 
TA,'.JGGAL 



~- 
SYAlltSUAR >W' · Uig1t · 1 ,-\d~~ltth K<Xk Pc-n.1.n'1.1r'I <lJ:'I :--Jonµenztn~n 

Da:,ll 2 .uJ,_tl~d. Kvdc 61(i~lllK Pcri;i:m,111 d.11''1 Nonper.~:nun 
. D:~tt .3 nd:i!ah Kode ,Jerus Penzina.n d:tn i'\on;xr:ltnrtr.. llm l d;-1:l '\u:1;1;1~ l 
.. D1g:t . .l .-tdaiah "-ode Ln.Jtilfl P<"n7.1nan d:tn Nonpcr:z::1an 

:::>1Ra .5 1-1d1)l~1h ~ode s~~1w~ Ptor:::n.:i.n d;ln Nonpcnzm;.m 9aru l lt. Pc-:-p .. n1.1n~.1n 121. Pcrub.:i.han 13J 

GUBERNUR R!AU. 

No. Jenis Pcrizinan Kode Perizinan Durasi 

I Bidang Kcschatan 2.01 
Jenis lzin 

1 Laboratonum Medis Kelas Pratarna Mihk Pemermtah 2.01.01.0 l 25 Hari Keria 

Jcnls Non Izln 
1 STRTTK (Surat Tanda Rezistrasi Tenaza Tekms Kefarmasran] 2.01.02.01 14 Hari Kcria 

II Bidan11: Pertanian 2.02 
Sub Sektor Perkcbunan 
Jcnis lzin 

I lzin Perseruiuan Perubahan Luas Lahan 2.02.01.01 40 Hari Keria 
2 lzin Persetuiuan Perubahan Jems Tanarnan 2.02.01.02 I 30 H ari Keri a 
3 lzin Persetuiuan Penarnbahan Kanasiias Industri Penzolahan Has1I Perkebunan 2.02.01.03 40 H ari Keri a ... lzin Perseruruan Divcrsifikasi Usaha 2.02.01.04 40 H ari Keri a 

Sub Scktor Peternakan dan Kcsehatan Hewan 
Jenis lzin 

5 lzm Pembanzunan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kcseharan xtasvarakar Veteriner 2.02.0 I.OS 7 Hari Kcria 
6 lztn Pernasukan dan Penzcluaran H.,11 an Peliharaan 2.02.01.06 7 Hari Keria 
7 lzin Pernasukan dan Penzeluaran Obar Hewan 2.02.0 l.07 7 Hari Kena 
8 lzin Usaha Obat Hewan 2.02.01.08 30 Hari Keria 
9 lzin Pernasukan dan Penzeluaran Bcnih/Bibit Ternak 2.02.01.09 7 Hari Keria 
JO Izin Pemasukan dan Penzeluaran 3ahan ?akan Asal Hewan dan Turnbuhan 2.02.0l.10 7 Hari Kcria 
l! Pendafiaran Pakan Ternak 2.02.01. 11 7 Han Keria 
12 Pendaftaran Usaha Peternaka n 2.02.01.12 7 Han Keria 
13 lzin Pernasukan dan Pe naeluaran Ternak Lns;i:i;ias 2.02.01.13 7 Hari Keria 

Jcnis Non Izin 
l Rekomcndasi Pernasukan clan Penaeluaran Ternak Rummansra dan !:lab1 2.02.02.01 7 Han Keria 
2 Rekomcndasi Pemasukan dan Penzeluaran Produk Hewan 2.02.02.02 7 Hari Keria 

III Bidan11: Pendidikan 2.03 
Jcnis Izin 

l lzm Onerasional ?endidikan Khusus vanz diselenazarakan oleh Masvarakat ? I 1 14 Hari Keria 
2 lzin Penchrian Prozram a tau Satuan Pendidikan uruuk SMA vanz diselenaaarakan o!eh Masvarakat 2. I. 2 J 4 Hari Keria 
3 lz in Pertdiria n Prozrarn arau Satuan Pe ndidikan untuk S:v!K vanz diselenzzarakan oleh Masvarakat 2. I. 2 14 Hari Keria .. lzin Penambahan Prozrarn Keahlian oada SMK vanz disclcnazarakan olch Masvarakat 2. 11, 4 14 Hari Keria 

IV Bldan2 Sosial 2.04 
Jcnis lzin 
l Izin Pemunzutan Uan2 dan Baran" IPUBI 2.04.01.01 14 Hari Keria 
2 Izin Tekrns Lernbaza Kese1ah1eraan Sosral 1'1sm2 INGOI 2.04.01.02 14 Hari Keria 

Jenis Non Izin 
I ~ekomendas1 Undian Graus Berhadiah fUOBl 2.04.02.01 7 Hari Keria 
2 Rekorncndasi Penzanzkatan Anak 2.04.02.02 14 Hari Keria 
3 Tanda oanar ternbaza Keseiahteraan sosial 2 04.02.03 15 Hari Keria 

v Bida nz Perdazanzan 2.05 
Jcnis Non lzin 

1 xexomencas: l"eaagang l.itlia Anrar Pulau Terdauar (t'vAt't I d.rn sur,« Per set uj uan Perdagangan Gula 2.05.02.01 7 l lari Kerja 
o ... t. ... a s A "'I ~1r p,.i ... c~PP(',R .01 

2 Rckomendasi Penerouan Sll:P :.1B bag1 D1stnQ).lJ.OJ' 2.05.02.02 7 Hari Keria 

VI Bidanz Kchutnnan 2.06 
Jcnis Izin 

I Perseu.iuan Penaeunaan Kawasan Hutan. untuk kc21a1an 2.06.01.01 30 Hari Kcria 
Pemban11:unan fas1htas umum yani;: bersifat nonkornersial untuk luas palm;;: ban\'ak 5 Ha:dan 
?ertambanizan rak\'at se::sua1 denizan ketentuan oeraturan oerundan.11.-undan11.an d1 bidan2 

I pertambanizan van2 dimohon oleh oerseoran;i:an dan/atau kooeras1. 
2 Persern1uan !zm ?emanfaatan Kavu untuk Ke11.1atan nonkehutanan 2.06.01.02 30 Hari Kcria 

'Jenis Non lzln 
l Rekomendasi dari Gubt:rnur untuk ?crizinan 3erusaha Pemanfaatan Hutan oada Hutan Produksi 2.06.02.01 30 Hari Keria 
2 Rekomendasi dari Gubernur untuk P"rizinan Berusaha ?emanfaatan Hutan oada Hutan Lindun .. 2.06.02.02 30 Hnri Kena 

3 
Rekornendasi dari Gubcrnur untui< Pe::rizinan Be:·usaha ?cmanfaatan Jasa Lingkungan ?ada Kawasan 2.06.02.03 30 Hari Kerja 
Ko11servas1 f Penizusahaan Taman Burul 

.; Rekornendasi dan Gubernur untuk Persern1uan Pcn .... Llnaan Kawasan Hutan 2.06.02.04 30 Hari Keria 
5 Rekorncndasi Gubemur untuk Perseruiuan Pcleoasan Kall'asan HUtan 2.06.02.05 30 Hari Keria 
6 Rckomcndasi GubernL1r untuk ?crsctuiuan ?enaelolaan Perhutanan Sos1al 2.06.02.06 30 Hari Keria 
i Rckomendasi Gubt'rnur untuk Pcrubahan Fun2s1 l{awasan Hman 2.06.02.07 30 Hari Keria 

VII Bldo.nll' Kesntuo.n Ban!lso. Politik dan Pcrlindungan l\fasvnrakat 2.07 
Jcnis Non lzin 

J Rt'kornendas1 Pene!itian 2.07.02.01 1 Hari Keria 

VIII Bidanv. Kcbudavaan 2.08 
Jenis Izln 

1 Jz1n Membawa Cari;ar 3Ud<<'a kc Luar Daerah Pro1·1r1s1 2.08.01.01 14 Hari Keria 

IX 'Bidanit Encrei Sumber Daya lltineral 2.09 
Jcnis Izin 

I !zin Pcnizeboran .>.1r Tanah 2.09.01.01 45 Hari Keria 

2 12111 PcnizL1sahaan Air Tanah Sumu1 Hot 2.09.01.02 
I Barn 2.09.01.02.1 45 Hari Keria 
I F:ks1sun2 Hasil Peneruban 2.09.01.02.2 45 Hari Keria 
! Masa Berlaku lzin Tclah Habis 2.09.01.02.3 45 Hari Keria 
I Pcrnanian<>an 2.09.01.02.4 45 Hari Keria 

3 lzin Perusahaan ?en~eboran Air Tanah 2.09.01.03 
Baru 2.09.01.03. l 45 Hari Keria 
Pcrnan1anaan 2.09.0 l .03.2 45 Hari Kcria 

.; lztn Juru Bor Air_'(an_ah 2.09.01.04 
B~ru 2.09.0 l .04. l 45 Hari Kcria 
Pcroanmnt?an 2.09.0 l.04.2 45 Hari Keria 
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